Disclaimer

PUTUSAN
Nomor : 0689/Pdt.G/2015/PA.Tgt

asa sl Gpan 8 A s
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  Cerai

Gugat antara :

Siti Maryana binti Agus Mulyono, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.015 Desa Laburan Baru, Kecamatan
Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai
"Penggugat”;

MELAWAN

Pendi Satriya bin Supardi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak
diketahui, tempat finggal dahulu di RT.015 Desa Laburan Baru, Kecamatan
Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, namun sekarang tidak diketahui lagi
alamatnya yang jelas dan past di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : "Tergugat”;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2015
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Nomor :
0689/Pdt.G/2015/PA.Tgt, tanggal 08 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai

berikut ;

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr

1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Mei 2013, dan dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kentor Urusan Agama Kecamatan Pasi Belengkong, Kabupaten
Paser sebagaimana 72/04/V/ 2013 tanggal 10Mei 2013;

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup
bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah orangtua
Penggugat di Desa Laburan Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser
selama 1 tahun 10 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun
sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisinan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
b. Tergugat tidak dapat memberi natkah kepada Penggugat karena Tergugat
malas bekerja;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ferjadi pada
tanggal sejak bulan 3 tahun 2015, yang disebabkan oleh alasan yang sama, dan sejak
saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah
pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai sekarang sudah , dan selama
berpisah sudah tidek ada hubungan lagi baik lahir maupun batin. Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan ke mana
tujuan kepergiannya, sehingga tidak diketahui lagi di mana keberadaan Tergugat hingga
saat ini;

6. Bahwa Penggugat dan/atau keluarga Penggugat sudah berusaha mencari di mana
keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan
rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,
sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbu! akibat perkara ini;
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Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama
Tanah Grogot Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabutkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Pendi satriya bin Supardi) terhadap
Penggugat (Siti Maryana binti Agus Mulyono);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang beriaku;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang
dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak
pula mewakilkan kepada orang lain seleku kuasanya untuk datang menghadap di
persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, berdasarkan relaas
panggilan melalui Mass Media (Radic Gema Al-Falah Tanah Grogot) dengan Nomor :
0689/Pdt.G/2015/PA.Tgt, tanggal ........cccceverveee. 2015 dan tanggal ...t 2015, dan

ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian
antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun
Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap kali persidangan agar ia dapat
bersabar menunggu kedatangan Tergugat sehingga dapat rukun kembali membina rumah

tangga dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat
sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008

tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat fidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, maka
pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk

umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal.3 dari 11 Nomor :068%/Pdt.G/2015/PA, Tgt

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr

1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Disclaimer

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap
bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam
perkara perceraian pengakuan Tergugat baru merupakan bukti awal dan Penggugat tetap
dibebani pembukfian, dan Hekim dapat memeriksa alat-alat bukt Penggugat dan
menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.By;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan
telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

l. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/04/vi2013, yang diterbitkan oleh Pegawai
Pencatet Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong,
Kabupaten Paser, tanggal 10 Mei 2013, bermeterai cukup serta telah di nazegelen
dan sesuai dengan aslinya bukti (P.);

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukii tertulis tersebut di atas Penggugat juga
menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing ~ masing dibawah sumpah telah
menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Il. Saksi -saksi:
Saksi [ : Herman bin Dahri, umur 35 tahun, agam Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di
RT. 001, Desa Laburan Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Pager:

» Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman
Penggugat;

o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua
Penggugat di Desa Laburan Baru hingga sekarang;

o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun
sejek tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi

perselisihan dan pertengkaran ;
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Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat malas bekerja;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat
tibartiba pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi  semenjak
bulan Maret 2015;

Bahwa sekarang Tergugat tidek diketahui alamatnya dan Tergugat tidak pernah
datang lagi kepada Penggugat dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat
namun tidak berhasil;

Bahwa saksi pemah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat,

namun tidak berhasil karena Penggugat ingin tetap bercerai dengan Tergugat;

Saksi Il : Hardiani binti Inna Samudin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah

tangga, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin Gg. Mawar RT. 04 Kelurahan
Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tante Penggugat;
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua
Penggugat di Desa Laburan Baru hingga sekarang;
Bahwa awainya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun
sejak tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran ;
Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat malas bekerja;
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat
tiba-iba pergi meninggatkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi semenjak
bulan Maret 2015;
Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dan Tergugat fidak pernah
datang lagi kepada Penggugat dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat
namun tidak berhasil;
Bahwa saksi pemah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat,

namun tidak berhasil karena Penggugat ingin tetap bercerai dengan Tergugat;
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Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa
ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali mohon kepada Majelis
Hakim agar segera memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai,
maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pula
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang
merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugataan Penggugat adalah seperti tersebut
di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan yang diadakan untuk itu, namun
Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk
menghadap persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Pasal 27
PP Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu mempunyai alasan yang
sah, sehingga perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1)
RBg.;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tslah berusaha menasehati Penggugat di setiap
kali persidangan agar ia dapat bersabar menunggu kedatangan Tergugat sehingga dapat
rukun kembali membina rumah tangga dengan bak sesuai Pasal 82 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, namun sampai putusan ini dijatuhkan, upaya penasihatan tersebut juga tidak

berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;
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Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan salah
safu kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 49 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini dapat dapat
diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat sebagaimana
ketentuan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya. Oleh karenanya Majelis
Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut :

Menimbang, bahwa in cassu perkara perceraian, Majelis Hakim tetap berusaha
mencari kebenaran materil, karena perceraian adalah suatu jalan yang halal akan tetapi
dibenci Allah, asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempersulit
perceraian serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam perceraian, Majelis
Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukli P. serta dua orang
saksi, aiat-alat bukti tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 3 Undang-
undang Nomor 13 Tahun 1985 dan pasal 285 R.Bg. maka harus diterima sebagai bukti untuk
diperiimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat (P.) berupa Kutipan Akta
Nikah, bukti tersebut merupakan akta uotentik sebagai syarat mutiak (conditio sine quanon)
yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah,
sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukumn Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim
dapat memperimbangkan sebagai dasar hukum (legal standing), dengan demikian
Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugat

cerai (persona standi in judicio);

Hal.7 dari 11 Nomor :0689/Pdt.G/2015/PA. Tgt

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 3 ¢ h al
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Disclaimer

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan kesaksian saksi-saski,
serta maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat
kurang lebih 1 tahun lamanya, dan tidak diketahui lagi alamatnya, maka sesuai ketentuan
pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat
diterima dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat beserta alasannya tersebut,
Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir didepan
persidangan, sehingga kefidak hadiran Tergugat tersebut dapat dianggap membenarkan
dan mengakui adanya kefidakharmonisan sebagaimana gugatan yang digjukan oleh
Penggugat, meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka atas
segala pengakuan Tergugat terhadap gugatan Penggugat harus dipandang sebagai suatu
bukti sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputuskan dengan dasar
pertimbangan di atas, akan tetapi sengketa yang diajukan Penggugat merupakan sengketa
perkawinan adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian berdasarkan hukum,
maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dan atau orang yang dekat dengan
suami istri tersebut dan terhadap gugatan tersebut, Penggugat harus dapat membuktikan
sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 283 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi | Herman dan saksi Il Hardiani, keduanya adalah saksi
dari pihak keluarga dan atau orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di
depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan pada penglihatan dan atau
pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya seperti tersebut di atas, maka
saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukli mengingat Pasal 76 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuain dan saling
mendukung, maka keterangan para saksi tersebut dapat memperkuat dali-dalil gugatan

Penggugat ;
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Disclaimer

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan
bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta-
fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun
2014 yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa sejak bulan Maret 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan
sampai sekarang fidak pernah datang lagi kepada Penggugat;

- Bahwa sampai sekarang Tergugat fidak diketahui lagi alamatnya dengan past;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat telah nyata dan terbukti pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah
fidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan akhirmya Tergugat telah
meninggalkan rumah dan fidak diketahui alamatnya sampai sekarang sudah berjalan
sekurang-kurangnya 1 tahun lamanya, perpisahan ini menunjukkan bahwa rumah tangga dan
ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diselamatkan, oleh karena
tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan (b)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum
fslam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas, fakta
hukum tersebut di atas di hubungkan dengan ketentuan hukum perceraian, maka Majelis
Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra

Tergugat terhadap Penggugat ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan SEMA No.
28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 untuk terib administrasi diperintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan ini
yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah
di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar
yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya
yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku
dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Pendi Satriya bin Supardi) terhadap
Penggugat (Siti Maryana binti Agus Mulyono);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk it;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah );
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Demikiantah Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawah Majelis Hakim pada hari
Selasa, tanggal 09 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 30 Rabi’ul Akhir 1437 H.,
oleh Kami  ADI MARTHA PUTERA, SHI., Ketua Majelis, DR. MUAHMMAD KASTALANI,
S.HL, M.H.I. dan LUQMAN HARIYADI, 8.H. masing-masing Hakim Anggota pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu

oleh Panitera Pengganti Drs. KARANI KUTNI dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat ;
KETUA MAJELIS
A@[;\KI FPUIERA, 5.HI.
HAKIM-HAKIM ANGGOTA
Dr. MUHAMMAD KASTALANI, S.HI,M.H.L. LUQMAN HARIYADI, S.H.
PANITERA PENGGANTI
Drs. KARANI KUTNI
Perincian biaya perkara:
1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan para pihak Rp. 250.000,-
4. Redaksi Rp.  5.000,-
5. Meterai Rp.  6.000.-
Jumiah Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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